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ABSTRAK 

 

Latar belakang skripsi ini yaitu tentang bagi hasil, bagi hasil 

pada praktik di pekon Hujung ini merupakan bagi hasil dalam bidang 

pertanian. Istilah islamnya adalah musaqah. Musaqah adalah sebuah 

bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan petani pengelola 

dengan tujuan agar lahan itu dipelihara dan dirawat sehingga 

memberikan hasil yang maksimal. Segala sesuatu yang dihasilkan 

pihak pengelola merupakan hak bersama antara pemilik modal dan 

pengelola sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di awal akad. Faktor 

penyebab terjadinya praktik bagi hasil ini yaitu adanya pihak 

pengelola yang ingin bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

namun tidak memiliki lahan dan modal dan pihak pemilik modal yang 

memiliki modal dan mampu menyiapkan lahan namun tidak mampu 

mengerjakan pekerjaannya.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana 

praktik pengelolaan tanaman cabai di Pekon Hujung Kecamatan 

Belalau Kabupaten Lampung Barat. 2) Bagaimana praktik 

pengelolaan tanaman cabai dalam tinjauan fikih muamalah. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pengelolaan tanaman 

cabai di Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat 

dan untuk mengetahui praktik pengelolaan tanaman cabai dalam 

tinjauan fikih muamalah. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian 

lapangan (field research), sumber data yang digunakan yaitu data 

primer dan data sekunder  Pengolahan data dilakukan dengan cara 

editing dan organizing. Analisis data dilakukan dengan cara analisis 

deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa 

praktik bagi hasil pengelolaan tanaman cabai di pekon Hujung 

dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama. Kerjasama bagi hasil 

yang ada di Pekon Hujung, pengelola melakukan kecurangan yaitu 

menjual hasil panen tanpa diketahui oleh pemilik modal, dilakukan 

setelah modal kembali dan pengelola tidak mengikuti kesepakatan 

yang telah dibuat di awal akad yaitu pada saat penjualan hasil panen 

harus disaksikan oleh kedua belah pihak.  
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Tinjauan fikih muamalah terhadap praktik bagi hasil 

pengelolaan tanaman cabai di pekon Hujung praktik ini belum sesuai 

karena belum memenuhi salah satu syarat musaqah yaitu hasil 

merupakan hak bersama, namun karena pengelola melakukan 

kecurangan yaitu mengambil keuntungan tanpa sepengetahuan 

pemilik modal maka keuntungannya bukan hak bersama sehingga 

belum memenuhi satu syarat musaqah. Dengan adanya kecurangan ini 

maka praktik tersebut belum sesuai dengan akad musaqah. Namun 

jika ditinjau dari maslahatnya praktik bagi hasil sah-sah saja karena 

diantara kedua belah pihak telah saling ridha akan hal tersebut dan 

praktik ini juga lebih besar maslahatnya dari pada mudharatnya, 

maslahatnya yaitu dapat memenuhi kebutuhan hidup pengelola 

kemudian menjalin silaturahmi dan bagi pemilik modal juga 

mendapatkan keuntungan tanpa bersusah payah bekerja. Mudharatnya 

adalah pengelola melakukan penjualan tanpa diketahui oleh pemilik 

modal, tidak menepati perjanjian yang telah dibuat di awal akad. 

 

Kata Kunci : Musaqah 
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MOTTO 

 

                             

            

 

 “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikandan 

takwa,  dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan 

permusuhan. Bertakwalah kepada Allah,sungguh,  

Allah sangat berat siksanya”.  

(Q.S Al-Maidah ayat 2) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Penegasan Judul  

Penegasan judul ini untuk memudahkan dan menghindari 

kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi, maka penulis 

memberikan pengertian-pengertian sehingga dapat menghindari 

perbedaan penafsiran pokok permasalahan ini. Judul skripsi ini 

adalah “Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Tanaman Cabai Dalam 

Tinjauan Fikih Muamalah” (Studi di Pekon Hujung Kecamatan 

Belalau Kabupaten Lampung Barat). Penegasaan judul yang 

dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Praktik Bagi Hasil 

Praktik bagi hasil adalah pelaksanaan secara nyata 

pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-

pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak pemilik modal 

dan pengelola. Pembagian hasil usaha antara kedua belah 

pihak akan dibagi sesuai dengan akad perjanjian. Pembagian 

hasil usaha dalam musaqah ditetapkan dengan menggunakan 

Nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua 

belah pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang 

dikerjasamakan.
1
 

2. Pengelolaan Tanaman Cabai  

Pengelolaan adalah proses khas yang terdiri dari 

tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan 

dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta 

mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan 

sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.
2
 Tanaman 

Cabai merupakan tanaman perdu dengan batang tidak 

berkayu. Batang cabai tumbuh  dengan ketinggian tertentu 

                                                             
1
 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), 95. 

2
 George R Terry, Prinsip-Prinsip Managemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2012), 15.  
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kemudian membentuk banyak cabang. Jenis cabai rawit 

biasanya tidak melebihi 100 cm sedangkan cabai besar 

ketinggian batang mencapai 2 meter.
3
 

3. Tinjauan Fikih Muamalah 

Tinjauan Fikih Muamalah adalah pandangan hukum-

hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam 

persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual 

beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, 

kerjasama dalam penggarapan tanah dan sewa menyewa.
4
 

Berdasarkan pengertian dari istilah-istilah yang 

digunakan dalam judul di atas, dapat ditegaskan bahwa yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu studi yang 

dilakukan untuk mengkaji tentang Praktik Bagi Hasil dalam 

mengelola tanaman Cabai pada lahan yang disewa oleh 

pemilik modal dalam tinjauan Fikih Muamalah yang 

dilakukan di Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten 

Lampung Barat. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Salah satu contoh dalam usaha perkongsian yang banyak 

terjadi dalam masyarakat di Indonesia khususnya adalah 

kerjasama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua 

belah pihak, yaitu pemilik modal dan pengelola. Islam memberi 

ketentuan hanya secara garis besar saja, yaitu apabila orang-orang 

melakukan kerjasama secara bersama-sama mereka akan 

menghadapi perbedaan dan perselisihan tentang masalah 

keuangan. Perkara-perkara yang melibatkan uang atau benda yang 

bernilai sangat mutlak untuk dituliskan dalam bentuk kontrak atau 

perjanjian.  

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara petani 

pemilik modal dengan pengelola pada dasarnya tergantung dari 

                                                             
3 Warisno dan Kres Dahana, Peluang Usaha Dan Budidaya Tanaman 

Cabai, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 15. 
4 Abd Rahman Ghazali, Fikih Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), 4. 
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kesepakatan bersama atau menurut kebiasaan setempat. 

Pembagian hasil panen antara pemilik modal dan pengelola 

biasanya dilakukan perjanjian terlebih dahulu sebelum proses 

penanaman berlangsung dan harus dinyatakan secara jelas oleh 

kedua belah pihak, agar dalam proses bagi hasil nantinya tidak 

terjadi kesalahpahaman, utamanya jika terjadi kerugian atau gagal 

panen. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara kedua belah 

pihak, selain untuk mencari keuntungan juga untuk mempererat 

tali persaudaraan dan tolong menolong diantara mereka. 

Pengelolaan lahan pertanian, memiliki fungsi-fungsi dari 

kerjasama yaitu dapat dibedakan dalam fungsi yang paling 

mendasar yakni pengadaan lahan pertanian yang siap tanam, 

pekerja penanaman, dan pemeliharaan serta pemanenan. 

Perbedaan tanggungjawab atas hal-hal di atas yang menjadi 

pembeda dalam bentuk kerjasama muzara‟ah, mukhabarah, dan 

musaqah. Konteks perjanjian kerjasama musaqah yaitu pemilik 

lahan bertanggungjawab atas penyediaan lahan yang siap 

ditanami, penyedia alat alat pertanian, bibit dan pupuk, teknologi, 

dan proses penanaman. Pengelola bertanggungjawab atas 

pemeliharaan hingga pemanenan. Dapat dipahami bahwa pemilik 

lahan yang memiliki lahan serta modal yang cukup besar dan 

disisi lain ada orang yang tidak mempunyai biaya dan memiliki 

skill yang disebut pengelola. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa 

mereka sama-sama mendapatkan hasil dari lahan pertanian yang 

menjadi objek dalam kerjasama.
5
 

Kerjasama banyak dilakukan di pekon Hujung 

Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat, kerjasama 

tersebut adalah dalam bidang pertanian. Masyarakat di pekon 

Hujung menggantungkan hidupnya dari hasil bumi, hal ini terjadi 

karena letak desa tersebut yang berada di dataran tinggi. Lahan 

yang dimiliki masyarakat ditanami berbagai jenis tanaman, seperti 

rempah, makanan pokok, tanaman kayu, serta yang lainnya. 

                                                             
5
 Sri Sudiarti, Fikih Muamalah Kontemporer (Medan: Febi UIN-SU Press, 

2018), 152-153. 
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Bentuk kegiatan kerjasama dalam lapangan penggarapan 

lahan salah satunya yaitu musaqah adalah suatu bentuk kerjasama 

antara pemilik lahan atau kebun dan petani penggarap/pengelola 

dengan tujuan agar lahan tersebut dipelihara dan dirawat sehingga 

memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang 

dihasilkan pihak kedua berupa buah merupakan hak bersama 

antara pemilik lahan dan pengelola sesuai dengan kesepakatan 

yang mereka buat bersama.
6
 

Pembagian keuntungan kerjasama tersebut didasarkan 

pada kesepakatan bersama antara pemilik modal dan pengelola. 

Perjanjian kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha 

didasarkan atas suka sama suka atau kepercayaan bersama tanpa 

adanya surat perjanjian. Pelaksanaan perjanjian ini bisa saja 

terjadi kesalahpahaman sehingga dapat menimbulkan perselisihan 

yang dapat mengganggu terpenuhinya hak dan kewajiban masing-

masing.  

Tanaman cabai banyak dijadikan sebagai objek 

kerjasama oleh masyarakat pekon Hujung, hal ini terjadi karena 

tanaman cabai merupakan jenis tanaman yang sangat dibutuhkan 

bukan hanya masyarakat Hujung tetapi seluruh masyarakat di 

Indonesia maupun dunia. Tanaman cabai juga memiliki harga jual 

yang cukup tinggi serta permintaan terhadap  cabai cenderung 

meningkat setiap tahunnya. Permintaan akan cabai yang 

meningkat dari waktu ke waktu ini menyebabkan tanaman cabai 

dapat diandalkan masyarakat Hujung untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya.  Hal ini merupakan salah satu faktor yang menjadikan 

masyarakat lebih memilih melakukan kerjasama dalam 

pengelolaan tanaman cabai tersebut.  

Praktik pengelolaan tanaman cabai yang dilakukan di 

pekon Hujung menggunakan akad lisan yaitu atas dasar saling 

percaya antara pihak satu dengan yang lain. Akad secara lisan ini 

sudah menjadi hukum adat di pekon Hujung sehingga dalam 

melakukan perjanjian tidak harus menggunakan akad secara 

                                                             
6 Abdul Rahman Ghazali dan Dkk, Fikih Muamalah (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2010), 109-110. 



 
 

5 

tertulis walaupun dalam Islam dianjurkan menggunakan akad 

secara tertulis agar jika terjadi suatu perselisihan atau 

kesalahpahaman terdapat  bukti yang kuat.  

Praktik yang terjadi di pekon Hujung menggunakan akad 

secara lisan yang mana kedua belah pihak sepakat bahwa dalam 

penjualan hasil panen harus disaksikan oleh kedua belah pihak 

agar tidak terjadi kesalahpahaman dan pembagian keuntungannya 

yaitu 50:50.  

Contoh Praktik bagi hasil pengelolaan tanaman cabai 

tersebut keuntungan dibagi sesuai kesepakatan bersama yaitu 

pemilik modal 50% dan pengelola modal 50% dan bagi hasil 

tersebut dilakukan setelah modal kembali. Pengelola modal pada 

kenyataannya telah  melakukan kecurangan dengan mengambil 

keuntungan tanpa sepengetahuan pemilik modal dan pengelola 

juga tidak memenuhi kesepakatan yang telah dibuat di awal akad 

bahwasanya ketika penjualan hasil panen harus disaksikan oleh 

kedua belah pihak yaitu pihak pemilik modal dan pengelola 

modal.  

Kesenjangan inilah yang menyebabkan peneliti tertarik 

untuk mengkaji lebih dalam persoalan tersebut agar kita dapat 

memahami apa yang terjadi dan apa hukumnya dalam fikih 

muamalah dengan mengangkat judul “Praktik Bagi Hasil 

Pengelolaan Tanaman Cabai Dalam Tinjauan Fikih Muamalah” 

(Studi di Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung 

Barat). 

 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian (Penelitian Kualitatif) 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus 

penelitian ini adalah Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Tanaman 

Cabai dan sub fokus penelitian ini adalah Tinjauan Fikih 

Muamalah dengan Studi di Pekon Hujung Kecamatan Belalau 

Kabupaten Lampung Barat. 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana Pelaksanaan Praktik Bagi Hasil Pengelolaan 

Tanaman Cabai di Pekon Hujung Kecamatan Belalau 

Kabupaten Lampung Barat? 

2. Bagaimana Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Tanaman Cabai 

dalam Tinjauan Fikih Muamalah di Pekon Hujung Kecamatan 

Belalau Kabupaten Lampung Barat? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui Pelaksanaan Praktik Bagi Hasil Pengelolaan 

Tanaman Cabai di Pekon Hujung Kecamatan Belalau 

Kabupaten Lampung Barat 

2. Mengetahui Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Tanaman Cabai 

dalam Tinjauan Fikih Muamalah di Pekon Hujung Kecamatan 

Belalau Kabupaten Lampung Barat 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

khazanah keilmuan Hukum Ekonomi Syariah khususnya 

tentang Bagi Hasil. Hasil penelitian dapat memberikan 

kontribusi yang besar dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan, terutama permasalahan dan status Fikih 

Muamalah serta dapat memperkaya pemahaman tentang 

Islam. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai pedoman 

bagi masyarakat dalam Praktik Bagi Hasil Pengelolaan 

Tanaman Cabai di Pekon Hujung Kecamatan Belalau 

Kabupaten Lampung Barat dan masyarakat luas pada 

umumnya. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat 
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memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum 

(SH) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis menjelaskan 

beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang 

relevan dengan judul skripsi ini adalah: 

1. Musdalifah (2020) Skripsi dari Universitas Muhammadiyah 

Makassar yang berjudul “Analisis Sistem Bagi Hasil Antara 

Pemilik Modal dan Penggarap Lahan Pertanian di Kecamatan 

Tombolo Pao Kabupaten Gowa”. 

Skripsi ini berfokus pada sistem bagi hasil antara 

pemilik modal dan penggarap lahan pertanian. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk 

mengetahui apakah Sistem Bagi Hasil Pertanian di Kecamatan 

Tombolo Pao sudah sesuai dengan tinjauan hukum Islam. 

Jenis penelitian kualitatif lapangan ini yakni pengamatan 

langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data 

yang relevan. Data yang di gunakan data primer, yaitu data 

yang diperoleh secara  langsung dari lapangan atau dari 

sumber aslinya yaitu dengan melakukan wawancara kepada 

sumber terkait untuk mendapatkan informasi yang jelas dan 

akurat. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui 

media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, 

catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang 

dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara 

umum. Pengumpulan data menggunakan data 

observasi,wawancara dan dokumentasi. 

Penelitian ini menjelaskan bahwa sistem bagi hasil 

yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Tombolo Pao 

didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati oleh kedua 

belah pihak, dan perjanjian tersebut dilakukan secara lisan 

tanpa ada bukti di atas kertas yang memperkuat perjanjian 

tersebut. Faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan 
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kerjasama yaitu karena adanya petani yang tidak memiliki 

lahan untuk digarap dan ada juga pemilik lahan yang 

kewalahan jika harus mengolah sendiri lahannya. Sistem bagi 

hasilnya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah 

pihak, sebagaimana jawaban dari salah satu pemilik lahan 

mengatakan bahwa apabila semua biaya dikeluarkan oleh 

pemilik lahan maka pemilik lahan mendapatkan 2/3 bagian 

sementara petani penggarap hanya mendapat 1/3 bagian saja.
7
 

Persamaan penelitian relevan di atas dengan 

penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama 

menggunakan metode kualitatif, kemudian sama-sama 

menggunakan akad secara lisan dan sama dalam hal pertanian.  

Perbedaan penelitian relevan di atas dengan penelitian 

yang peneliti lakukan yaitu pembagian hasil pertanian 

penelitian yang relevan di atas pemilik modal 2/3 sedangkan 

penggarap 1/3 sedangkan penelitian ini pemilik modal 50% 

pengelola 50%. Perbedaan selanjutnya yaitu lahan pada 

penelitian yang relevan di atas milik pihak pemberi modal 

sedangkan pada penelitian ini menggunakan lahan sewaan. 

Perbedaan selanjutnya penelitian yang relevan di atas sesuai 

dengan perjanjian awal sedangkan penelitian ini tidak sesuai 

dengan perjanjian awal. 

2. Rahmat Firdaus (2018), Skripsi dari IAIN Palangka Raya 

dengan judul “Penerapan Akad Musaqah Ternak Ayam di 

Pondok Pesantren Salafiah Iqro Kota Palangka Raya”. 

Skripsi ini berfokus pada Penerapan sebuah akad musaqah 

dalam bidang peternakan usaha tersebut adalah sebuah 

pondok pesantren yang notabene merupakan sebuah yayasan 

pendidikan agama Islam yang biasanya berorientasi pada 

masalah keagamaan, bukan pada masalah bisnis.  

jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang 

                                                             
7
 Musdalifah, “Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dan 

Penggarap Lahan Pertanian di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa”, (Skripsi, 

Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020). 
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digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer 

yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari tiga sumber 

yaitu pengurus pondok pesantren Salafiah Iqro, pimpinan 

Rajawali PS, dan pekerjanya. Dan sumber data sekunder yaitu 

sumber data yang diperoleh dari catatan, buku, jurnal dan 

lainnya yang terkait dengan permasalahan yang penulis kaji. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian 

dianalisis melalui tahapan collection, reduction, display, dan 

verification.  

Hasil penelitian ini yakni, (1) penerapan akad musaqah ternak 

ayam di pondok pesantren salafiah iqro belum sesuai dengan 

akad musaqah karena penerapan akad musaqah ternak ayam 

yang terjadi di lapangan belum jelas soal masa kerja yang 

berlaku. Seharusnya kedua belah pihak merundingkan 

kembali masa kerja yang berlangsung, jika hanya sampai 

setelah panen maka perlu berakad kembali jika ingin 

melanjutkan akad musaqah. (2) menyimpulkan untuk masalah 

penggarap yang tidak mampu bekerja sudah dapat diatasi 

dengan mempekerjakan orang lain untuk menggantikan peran 

penggarap pihak pondok pesantren dan dengan upah sesuai 

dengan kesepakatan yang sudah ditentukan diawal perjanjian. 

Sedangkan untuk masalah wafat salah seorang ‗aqid, penulis 

beranggapan bahwa semua pihak tidak mempermasalahkan 

kejadian ini dikarenakan masing-masing pihak sudah 

memiliki antisipasi untuk mengatasinya yaitu menunjuk ahli 

waris untuk melanjutkan akad musaqahnya.
8
 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah 

sama dalam hal penelitian kualitatif, kemudian sama dalam 

hal teori yaitu musaqah dan penelitian ini sama mengenai bagi 

hasil. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu 

dala objek yang mana pada penelitian terdahulu objeknya 

                                                             
8
 Rahmat Firdaus, “Penerapan Akad Musaqah Ternak Ayam Di Pondok 

Pesantren Salafiah Iqro Kota Palangka Raya”, ((Skripsi, IAIN Palangka Raya), 2018). 
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ternak ayam di pesantren kemudian objek penelitian ini yaitu 

pengelolaan tanaman cabai di sebuah pekon. 

3. Nur Salim (2018), Skripsi dari IAIN Metro dengan judul 

“Implementasi Akad Musaqoh dalam Sistem Maro Ditinjau 

dalam Ekonomi Syariah” (Studi Pada Petani Karet di Desa 

Raja wali Kec. Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah). 

Skripsi ini berfokus pada implementasi akad musaqah dalam 

sistem maro ditinjau dalam ekonomi syariah. Penelitian ini 

menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan 

dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap orang-orang 

yang melakukan kerjasama yaitu antara pemilik kebun dan 

penggarap kebun. Dokumentasi dilakukan sebagai bukti pada 

saat melakukan wawancara dengan pemilik kebun dan 

penggarap kebun. Semua data tersebut dianalisis secara 

induktif. 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akad 

dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi dan bukti tertulis 

dan batas waktu akad tidak ditentukan. Mengenai pemenuhan 

hak dan kewajiban yang dilakukan oleh kedua belah pihak 

tidak sesuai dengan perjanjian/akad karena pihak penggarap 

tidak memiliki kewajiban untuk menyadap akan tetapi 

kewajiban tersebut diberlakukan kepada penggarap, hal ini 

sangat merugikan pihak penggarap baik secara waktu maupun 

material. Adapun pelaksanaan pembagian hasil dalam praktek 

akad musaqoh di Desa Raja Wali ditinjau dari Ekonomi 

Syariah, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, 

karena pembagian keuntungan dirasa ada ketidakadilan antara 

keduanya. Dimana ada salah satu pihak ada yang 

mengeluarkan biaya lebih banyak. Dengan demikian tujuan 

diadakan kerjasama bagi hasil musaqoh dalam mewujudkan 

keadilan belum terpenuhi.
9
 

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang 

peneliti lakukan adalah sama sama menggunakan akad secara 

                                                             
9
 Nur Salim, “Implementasi Akad Musaqoh Dalam Sistem Maro Ditinjau 

Dalam Ekonomi Syariah”, (Skripsi, IAIN Metro, 2018).  
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lisan kemudian sama dalam pembahasan yaitu bagi hasil 

musaqah dan sama dalam hal pembagian hasil yaitu 50%. 

Perbedaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang 

peneliti lakukan adalah penelitian relevan di atas menganalisis 

menggunakan analisis deduktif sedangkan penelitian ini 

menggunakan analisis deskriptif kemudian perbedaan dalah 

hal objeknya yaitu pada penelitian relevan objeknya adalah 

perkebunan karet sedangkan penelitian ini pengelolaan 

tanaman cabai. 

4. Ananda Muhammad Yusup (2020), Skripsi dari IAIN Metro 

dengan judul “Pelaksanaan Musaqah pada Perkebunan Kopi 

di Desa Kebas Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau 

Lampung Barat”. 

Skripsi ini berfokus pada pelaksanaan musaqah pada 

perkebunana kopi. Bertani kopi merupakan salah satu profesi 

yang banyak dilakukan oleh masyarakat desa kebas kelurahan 

sekincau lampung barat baik dikelola sendiri maupun 

dipercayakan kepada orang lain dengan perjanjian kerjasama 

bagi hasil keuntungan yang diperoleh atau yang biasanya 

disebut dengan bagi hasil. Hal inilah yang banyak dilakukan 

masyarakat setempat. Bentuk akad yang dilakukan kedua 

belah pihak hanya berupa akad lisan, hal ini yang menjadi 

kebiasaan masyarakat setempat. Dalam pelaksaannya pemilik 

akan menerima sejumlah uang dari calon penggarap kebun, 

dan selanjutnya kebun tersebut akan dikelola oleh penggarap 

dan hasilnya akan diambil sepenuhnya oleh penggarap. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field 

research), bersifat deskriptif . sumber data yang digunakan 

adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode 

pengumpulan data menggunakan metode wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Metode analisis data dengan 

menggunakan teknik analisis data.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa praktek Musaqah belum 

terlaksana sesuai dengan prinsip musaqah, walau sudah 

terpenuhinya syarat dan rukun Musaqah. Namun terdapat hal 
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yang kurang tepat dimana sistem akad yang digunakan masih 

menggunakan sistem lisan dan tidak tertulis. Hal itu 

ditakutkan apabila nantinya terdapat kesalahpahaman diantara 

kedua belah pihak tidak ada bukti yang menguatkan karena 

tidak ada bukti tertulis. Selain itu pelaksanaan bagi hasil yang 

dilakukan tidak sesuai dengan musaqah dimana hasil dari 

kebun kopi tidak dibagikan kepada kedua belah pihak yang 

melangsumgkan akad, namun hanya akan diambil sepenuhnya 

oleh penggarap karena pemilik kebun sudah mendapatkan 

uang terlebih dahulu di awal akad.
10

 

Persamaan penelitian relevan dengan penelitian yang peneliti 

lakukan adalah sama sama tentang bagi hasil musaqah 

kemudian merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan 

akad secara lisan. 

Perbedaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini 

mengenai ojeknya yang mana penelitian relevan di atas 

objeknya adalah kebun kopi  

sedangkan penelitian ini tanaman cabai kemudian pada 

penelitian relevan pembagian keuntungan tidak berdasarkan 

persentase sedangkan penelitian ini berdasarkan persentase 

yaitu 50% dan perbedaan mengenai studi penelitian. 

5. Dedri Alvian (2020), Skripsi dari UIN Sultan Syarif Kasim 

dengan judul “Pelaksanaan Akad  Antara Pemilik Kebun 

Karet Dengan Penyadap Dalam Perspektif Fikih Muamalah 

(Studi Kasus Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri 

Hulu Kabupaten Kampar)”. 

Skripsi ini berfokus pada akad Bagi Hasil kebun karet antara 

pemilik kebun dan penyadap dikenal dengan istilah akad  

yaitu suatu akad penyerahan pepohonan kepada orang yang 

mau menggarapnya dengan ketentuan hasil getah karetnya 

dibagi di antara mereka berdua, pada umumnya sistem 

pelaksanaan akad  ini hanya dilakukan berdasarkan akad lisan 

                                                             
10

 Ananda Muhammad Yusuf, “Pelaksanaan Musaqah Pada Perkebunan 

Kopi Di Desa Kebas Kelurahan Sekincau Kabupaten Lampung Barat”, (Skripsi, IAIN 

Metro, 2020). 
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yang tidak ada kekuatan hukum, sehingga banyak memberi 

peluang antara kedua belah pihak melakukan hal-hal yang 

dapat merugikan salah satu pihak terhadap pihak lain. jenis 

penelitian lapangan (field research) dan data primer 

dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Pengelolaan data tersebut kemudian dianalisis secara 

deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan mengambarkan 

mengenai pokok permasalahan yang ada, kemudian 

penguraian tersebut dapat diambil kesimpulan dengan secara 

deduktif. 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem 

pelaksanaan akad  antara pemilik kebun Karet dan penyadap 

yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pangkalan Kapas 

Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar itu dengan 

cara pembagian dari hasil getah karet tersebut dibagi menurut 

kesepakatan antara pemilik kebun dan penyadap dengan 

menyebutkan bagian hasil dengan jelas yaitu, 1/3. Akad 

perjanjian kerjasama ini dilakukan secara lisan menurut 

mereka hal tersebut lebih mudah dan tidak lama dari pada 

sistem perjanjian yang tertulis. Jadi mengenai pembagian hasil 

getah karet tersebut di tinjauan dari hukum tidak bertentangan 

dengan Hukum Islam. sedangkan menurut tinjauan Fikih 

Muamalah tidak bertentangan dengan hukum Islam karena 

sudah memenuhi syarat dan rukunnya, hanya saja dalam 

sistem perjanjiannya dilakukan secara lisan tanpa disaksikan 

oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Maka 

perjanjian akad  ini sah dan di bolehkan menurut Syari’at 

Islam.
11

 

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang 

peneliti melakukan adalah sama-sama menggunakan metode 

kualitatif kemudian sama-sama menggunakan secara lisan 

dalam hal pertanian. 

                                                             
11

 Dedri Alvian, “Pelaksanaan Akad Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet 

Dengan Penyadap Dalam Perspektif Fikih Muamalah” (Skripsi UIN Sultan Syarif 

Kasim, 2020). 
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Perbedaan penelitian relevan di atas dengan yang peneliti teliti 

yaitu pembagian hasil penelitian relevan di atas pembagiannya 

1/3 sedangkan penelitian ini 50% antara pemilik modal dan 

pengelola. perbedaan selanjutnya yaitu objeknya, penelitian di 

atas objeknya kebun karet dan penelitian ini objeknya 

tanaman cabai. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif.
12

 Bagian ini akan diterangkan agar 

menghasilkan gambaran yang baik dibutuhkan serangkaian 

langkah yang sistematis. Metode-metode tersebut sebagai berikut: 

1. Jenis Dan Sifat Penelitian 

a. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan 

(field research), yang pada hakikatnya merupakan 

metode untuk menemukan secara khusus dan realitas 

tentang apa yang terjadi di tengah masyarakat kita dalam 

bentuk gejala atau proses sosial.
13

 

Penelitian lapangan dimaksudkan untuk 

mempelajari secara intensif tentang latar belakang 

keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan 

unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Subjek 

penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi atau 

masyarakat. 

Subjek penelitian di sini adalah Pemilik modal 

dan pengelola sedangkan objeknya yaitu pengelolaan 

tanaman cabai.  

                                                             
12

 Rudi Santoso, Agus Hermanto,  “Analisis Yuridis Politik Hukum Dan 

Tata Negara (Suatu Kajian Tentang Pancasila Dan Kebhinekaan Sebagai Kekuatan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia,” Jurnal Nizham 8, no. 01 (2020): 125, 

https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2093. 
13 Susiadi, Metodologi Penelitian, (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden 

Intan Lampung, 2015), 12. 
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b. Sifat penelitian 

Penelitian ini bersifat  deskriptif analisis. 

Deskriptif analisis  yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan dan penafsiran data yang ada serta 

menggambarkan secara umum yang diteliti.
14

 

2. Data dan Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua macam 

yaitu data primer dan data sekunder.
15

 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung 

dari responden atau ada hubungannya dengan objek yang 

diteliti. Data tersebut diperoleh peneliti dari pelaku 

pelaksanaan kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh 

masyarakat yang berjumlah dua orang yaitu pemilik 

modal dan pengelola modal di Pekon Hujung Kecamatan 

Belalau Kabupaten Lampung Barat. 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data 

yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau 

melalui perantara.
16

 Sumber data sekunder merupakan 

sumber kedua yaitu dari buku-buku, dokumen atau 

pustaka.
17

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara  

                                                             
14

 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru 

Pers, 2014). 19 
15 Abdul Qadir Zaelani Rudi Santoso, Khairuddin, “Islamic Legal Analysis 

on The Role and Functions of Islamic Political Parties In Indonesia,” Ejournal 

Education and Humanities volume 492 (2019): 201, https://doi.org/lecenses/by-
nc/4.0/. 

16 Sunardi Nur, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2011), 76. 
17

 Rudi Santoso dan Fathul Mu’in, “Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

Lampung Menghadapi Era Disrupsi Informasi,” Ath Thariq Jurnal Dakwah Dan 
Komunikasiurnal Dakwah Dan Komunikasi volume 4, no. 1 (2020): 85, 

http://doi.org/10.32332/ath-thariq.v4i1.2026. 
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Wawancara adalah suatu cara untuk 

mengumpulkan data dengan cara tanya jawab yang 

dikerjakan secara sistematik dan berlandaskan pada 

masalah, tujuan penelitian. Mengajukan pertanyaan 

langsung kepada subjek penelitian jadi wawancara adalah 

pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi 

dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
18

 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, 

atau karya-karya monumental dari seseorang.
19

 Metode 

ini untuk pengumpulan data- data berupa arsip-arsip atau 

dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti. 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang 

mempunyai karakteristik yang sama.
20

 Himpunan 

keseluruhan karakteristik dan objek yang diteliti juga 

merupakan populasi. Populasi dalam penelitian ini 

berjumlah 25 orang di Pekon Hujung Kecamatan Belalau 

Kabupaten Lampung Barat. 

b. Sampel  

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti, dan dinamakan sampel apabila kita bermaksud 

untuk menggeneralisasikan hasil penelitian. Pada 

penelitian ini peneliti mengambil sampel menggunakan 

metode purposive sampling dengan ketentuan 

                                                             
18 Susiadi, Metodologi Penelitian, 178. 
19 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, (Bandung: Alvabeta, 

2011), 240. 
20

 Soejarno Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 

2022), 172. 
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narasumber telah melaksanakan praktik bagi hasil 

minimal 2 tahun. 

5. Metode Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data yang digunakan peneliti adalah: 

a. Editing  

Editing yaitu pemeriksaan kembali dari semua 

data yang diperoleh, karena kemungkinan data yang ada 

tidak logis atau meragukan.
21

 Teknik ini digunakan 

Penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang 

sudah dikumpulkan dan akan digunakan sebagai sumber-

sumber studi dokumentasi. 

b. Organizing 

Organizing yaitu menyusun kembali data yang 

telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam 

kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan 

rumusan masalah secara sistematis.  

c. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang digunakan penulis 

adalah analisis deskriptif yaitu menyajikan fakta secara 

sistematik sehingga dapat lebih mudah dipahami dan 

disimpulkan karena penelitian ini bertujuan untuk 

menggambarkan secara sistematik dan akurat.
22

 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam 

penelitian ini terdiri dari 5 bab, yakni: 

Bab I tentang pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa 

sub bab, yakni Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus 

                                                             
21 Susiadi, Metodologi Penelitian, 122. 
22

 Ibnu Irawan, Jayusman, dan Agus Hermanto, “Fatwa Contribution to the 

Development of Islamic Law (Study of The Fatwa Institute of Saudi Arabia),” 
FITRAH:Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman volume 5, nomor 2 (2019): 181, 

https://doi.org/10.24952/fitrah.v5i2.1979. 
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Dan Sub Fokus Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, 

Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan. Hal ini 

dimaksudkan sebagai kerangka awal dalam mengantarkan isi 

pembahasan kepada bab selanjutnya.  

Bab II berisi tentang Landasan Teori yang berkaitan 

dengan Bagi Hasil. Dalam bab ini terdiri dari dua sub yaitu akad 

dan musaqah. Sub bab akad terdiri dari Pengertian Akad, Dasar 

Hukum Akad, Rukun dan Syarat Akad, Prinsip Prinsip Akad, 

Berakhirnya Akad. Sub bab tentang musaqah terdiri dari 

Pengertian Musaqah, Dasar Hukum Musaqah, Syarat dan Rukun 

Musaqah, Sifat Akad Musaqah, Akibat Hukum Musaqah, 

Hikmah Musaqah Berakhirnya Akad Musaqah.  

Bab III berisi tentang Deskripsi Objek Penelitian. Bab ini 

terdiri dari dua sub bab yaitu Gambaran Umum tentang Pekon 

Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat dan 

Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Tanaman Cabai di Pekon Hujung 

Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. 

Bab IV Analisis Penelitian yang terdiri dari dua sub bab 

yaitu, Pelaksanaan Praktik Pengelolaan Tanaman Cabai pada 

Lahan Sewaan dan Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Tanaman 

Cabai pada Lahan Sewaan dalam Tinjauan Fikih Muamalah. 

Bab V tentang penutup, yaitu Simpulan dan 

Rekomendasi. 

Sementara bagian ketiga dalam penulisan penelitian ini 

adalah bagian yang berisi tentang Daftar Rujukan dan Lampiran. 
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BAB II 

 LANDASAN TEORI 

 

A. Akad 

1. Pengertian Akad 

Akad dalam hukum Islam identik dengan perjanjian 

dalam hukum Indonesia. Akad berasal dari kata al-„aqd yang 

berarti ikatan, mengikat, menyambung atau menghubungkan 

(ar-rabt).23
 Pengertian akad secara terminologi fikih (hukum 

Islam) adalah perikatan antara  (penawaran) dengan qabul 

(penerimaan) secara yang dibenarkan syara‟, yang 

menetapkan keridhaan (kerelaan) kedua belah pihak.
24

  

Salah satu prinsip muamalah ialah an-taradin atau 

asas kerelaan para pihak yang melakukan akad. Rela 

merupakan persoalan batin yang sulit ditukar kebenarannya, 

maka manifestasi dari suka sama suka itu diwujudkan dalam 

bentuk akad.
25

 

Ahmad Azhar Basyir, memberikan definisi “Akad 

sebagai suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara 

yang dibenarkan syara‟ yang menetapkan adanya akibat-

akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak 

pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan 

qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya”.
26

         

Berdasarkan beberapa pengertian yang dijelaskan di 

atas dapat dikemukakan bahwa akad merupakan pertemuan 

ijab dan qabul yang dilakukan para pihak yang menimbulkan 

                                                             
23

 Ruslan Abd Ghofur, “Akibat Hukum Dan Terminasi Akad dalam Fikih 

Muamalah”, Asas 2, no. 2 (2010): 1–14, http://doi.org/10.24042/asas.v14i01.11687. 
24 Harun, Fikih Muamalah, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 

2017), 31. 
25 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah:Prinsip dan Implementasinya pada 

Sektor Keuangan Syariah, (Gramedia Digital, 2017), 45. 
26 Abdullah Jayadi, Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah 

(Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2011), 10. 
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akibat hukum terhadap objek yang dijadikan dalam berakad. 

Akad merupakan tindakan hukum para pihak karena adanya 

pertemuan ijab dan qabul yang direperentasikan dari satu 

pihak dan adanya qabul atas penerimaan kehendak pihak-

pihak lain.  

Makna umum akad ialah setiap perilaku yang 

melahirkan hak, atau mengalihkan atau mengubah atau 

mengakhiri hak baik itu bersumber dari satu pihak atau dua 

pihak. Umumnya setiap istilah akad itu berarti ijab qabul. Ijab 

qabul yang dimaksudkan adalah untuk menunjukkan adanya 

keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang 

bersangkutan terhadap isi kontrak. Ijab dan qabul 

menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing pihak 

secara timbal balik. Ijab adalah pernyatan pihak pertama 

mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul 

adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.
27

 

2. Rukun dan Syarat Akad 

a. Rukun Akad 

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat 

sahnya. Rukun akad merupakan esensi dalam setiap 

kontrak, jika salah satu rukun tidak ada, menurut hukum 

perdata Islam kontrak dipandang tidak pernah ada.  

Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, 

“rukun yang membentuk akad ada empat, yaitu : Para 

pihak yang membuat akad (al-aqidain), pernyataan 

kehendak para pihak (shighat aqad), objek akad (mahallul 

aqad ) dan tujuan akad (maudhu aqad)”.
28

 

1) Al-aqidain (pihak-pihak yang berakad) 

Al-„Aqidain adalah para pihak yang 

melakukan transaksi, Ulama fikih memberikan syarat 

atau kriteria yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak 

                                                             
27

 Oni Sahroni dan M. hasanuddin, Fikih Muamalah, (Depok: PT Raja 

Grafindo Persada, 2017), 4. 
28

 Rachmat Syafe`i, Fikih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 45. 
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yang berakad, yakni ia harus memiliki ahliyah dan 

wilayah. 

Ahliyah memiliki pengertian bahwa keduanya 

memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan 

transaksi, seperti baligh dan berkala. Ahliyah dalam 

hal ini (kecakapan) dibedakan menjadi kecakapan 

menerima hukum yang disebut dengan ahliyah al-

wujub yang bersifat pasif, dan kecakapan untuk 

bertindak hukum yang disebut dengan ahliyah al-ada‟ 

yang bersifat aktif. 

Pengertian ahliyah al-wujub (kecakapan 

untuk memiliki hak dan memikul kewajiban) adalah 

kecakapan seseorang untuk mempunyai sejumlah hak 

kebendaan, seperti hak waris, hak atas ganti rugi atas 

sejumlah kerusakan harta miliknya atau pelaku akad 

berkompeten untuk menunaikan kewajiban dan 

mendapatkan hak.
29

 

ahliyah al-ada` (kecakapan bertindak hukum) 

adalah pelaku akad berkompeten atau memiliki 

kecakapan untuk melaksanakan transaksi secara benar 

sesuai syariat.
30

 Artinya, kecakapan ini adalah 

kemampuan seseorang untuk melahirkan akibat 

hukum melalui pernyataan kehendaknya dan 

bertanggung jawab atas perbuatannya. Sumber atau 

sandaran dari kecakapan ini adalah, pertama, sifat 

mumayyiz, yakni dapat membedakan antara dua hal 

yang berbeda, seperti antara baik dan buruk, salah dan 

benar dan sebagainya. Kedua, berakal sehat. 

Kecakapan periode tamyiz ini, kecakapan bertindak 

hukum ini belum sempurna karena tindakan 

hukumnya hanya dapat dipandang sah dalam 

                                                             
29 Muhammad Harfin Zuhdi, “Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi 

Ekonomi Islam”, IqtIshaduNa Jurnal Ekonomi Syariah viii, no. 2 (2017): 77–115, 

https://doi.org/journal.uinmataram.ac.id/index.php/iqtishna/article/view/403/167. 
30

 Sahroni, Fikih Muamalah,34. 
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beberapa hal tertentu. Kecakapan betindak seseorang 

yang mumayyiz yang berakal sehat dinamakan 

ahliyyah al-ada al-naqisah (kecakapan bertindak 

yang tidak sempurna). Akad hanya dapat dilakukan 

sesorang yang mempunyai kecakapan bertindak 

secara sempurna (ahliyyah al-ada` al-kamilah), yakni 

orang yang telah mencapai usia akil baligh dan 

berakal sehat.  

Ahliah atau kelayakan yaitu seorang muslim 

dalam menerima pembebanan hukum syara‟ dan 

sifatnya yaitu menunjukkan seseorang itu telah 

sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh 

tindakannya dapat dinilai oleh syara‟.31
 

Wilayah ialah kewenangan untuk melakukan 

transaksi dengan segala konsekuensi hukumnya 

menurut syar‟i.32
 Artinya, orang tersebut merupakan 

pemilik asli, wali atau wakil atas suatu obyek 

transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk 

mentransaksikannya. Berdasarkan kedua syarat di 

atas, setiap transaksi yang tidak memenuhi kedua 

syarat yaitu ahliyah dan wilayah, maka orang yang 

melakukan transaksi atau akad tersebut tidak 

dibenarkan oleh syara‟ dan dinyatakan batal. 

Wilayah adalah kekuasaan yang diberikan 

syara‟ kepada seseorang yang memungkinkannya 

untuk melakukan akad-akad atas nama dirinya 

maupun atas nama orang lain yang ada dibawah 

perwaliannya. Kekuasaan atas nama orang lain 

diberikan karena orang yang berhak melakukan akad 

                                                             
31

 Jayusman, “Permasalahan Menanche Dini (Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Konsep Mukallaf),” Yudisia Volume 5, Nomor 1 (Juni 2014): 165, 
http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v5il.695. 

32 Ibid., 34. 
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kecakapannya tidak sempurna misalnya masih 

dibawah umur.
33

  

2) Shighat  

Sighat adalah ijab dan qabul (serah terima), 

baik diungkapkan dengan ijab dan qabul atau cukup 

dengan ijab saja yang menunjukkan qabul dari pihak 

lain (secara otomatis). Keinginan kedua pihak itu hal 

yang tidak nampak atau tersembunyi, maka harus 

diungkapkan dengan sighat atau ijab qabul. 

Menurut sebagian ulama ijab ialah “ungkapan 

yeng muncul pertama kali dari satu pihak akad yang 

menunjukkan keinginan untuk melakukan akad, 

sedangkan qabul adalah ungkapan yang muncul 

kedua dari pihak lain  yang dilakukan setelah ijab 

yang menunjukkan persetujuannya terhadap pihak 

lain tersebut”.
34

 

Sighat (ijab-qabul) dapat diwujudkan dalam 

berbagai bentuk sighat yang dapat menunjukkan 

kehendak dan kesepakatan. Menggunakan ucapan, 

tindakan, isyarat, ataupun koresponden namun, 

seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, 

akad dapat juga dilakukan secara perbuatan langsung, 

tanpa menggunakan kata-kata, tulisan atau isyarat 

untuk menyatakan kehendaknya. Kedua belah pihak 

yang melakukan tindakan  yang mencerminkan 

kerelaan dan kesepakatan diantara keduanya. 

Transaksi ini lazim dikenal dengan bai‟ mu‟athah, 

yakni kontrak pertukaran yang dilakukan dengan 

tindakan yang menunjukkan kesepakatan atau 

keridhaan, tanpa diucapkan dengan ijab dan qabul. 

Misalnya, seorang pembeli secara langsung 

mengambil barang, dan kemudian menyerahkan 

sejumlah uang sesuai harga yang tertera pada label 

                                                             
33

 Ahmad Wardi Muslich, Fikih Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2017), 116. 
34  Ibid., 28. 
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barcode harga kepada penjual atau penjual 

memberikan barang kepada pembeli, dan kemudian 

pembeli membayarnya, tanpa adanya ucapan atau 

isyarat. Realitas ini banyak ditemukan dalam transaksi 

jual beli dewasa ini, terutama di supermarket atau 

mal. Barang sudah diberi barcode harga, kemudian 

jika cocok, seorang pembeli bisa mengambilnya 

kemudian langsung membayarnya di kasir tanpa 

adanya ungkapan ijab qabul. Hal ini dibolehkan 

karena telah mencerminkan sebuah kesepakatan.
35

  

Shighat akad adalah setiap ungkapan yang 

menunjukkan kesepakatan pihak-pihak akad, karena 

keinginan akad itu abstrak, maka dalam fikih Islam 

keinginan ini harus diungkapkan dengan jelas.
36

 Ada 

tiga syarat yang harus dipenuhi dalam setiap shighat 

atau ijab qabul yaitu: 

a) Shighat Harus Jelas dan Bisa Dipahami 

Shighat harus menunjukkan keinginan 

niat dan maksud pelaku akad untuk bertransaksi, 

jika lafadz (ungkapan) itu tidak jelas, maka yang 

menjadi rujukan adalah maksud/ substansinya, 

misalnya lafadz jual beli menggunakan lafadz 

hibah karena maksud shighat adalah ungkapan 

persetujuan, maka setiap cara dan mekanisme 

yang menunjukkan maksud akad itu dibolehkan, 

seperti tulisan, ta‟athi (mekanisme serah terima 

yang sudah menjadi kebiasaan).  

Ungkapan yang dilakukan dalam ijab 

qabul itu menunjukkan jenis akad yang dimaksud, 

karena setiap akad itu memiliki ketentuan hak-

                                                             
35 Zuhdi, “Prinsip-Prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam.”, 88. 
36 Rudi Santoso, “Hukum Nikah Mut’ah Pendekatan Tekstual dan 

Kontekstual” El-Iztiwaj Indonesian Journal of Civil dan Islamic Family Law 1, no. 1 
(2020): 43, 

http://doi.org/ejournal.radenintan.ac.id/index.php/elizdiwaj/article/view/7085. 
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hak, kewajiban dan akibat hukum yang berbeda-

beda. 

Shighat ijab dan qabul dapat diwujudkan 

dengan ucapan lisan, isyarat bagi mereka yang 

tidak mampu berbicara atau menulis, sarana 

komunikasi modern, atau bahkan dengan 

perbuatan (bukan ucapan, tulisan maupun isyarat) 

yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak 

untuk melakukan suatu kontrak.
37

 

b) Ada Kesesuaian antara Ijab dan Qabul 

Maksudnya adalah qabul menunjukkan 

maksud dan isi ijab. Ijab dan qabul ini harus 

bersesuaian dimana satu pihak yang melakukan 

ijab atas objek akad tertentu, qabul juga harus 

melakukan objek qabul tertentu tersebut. 

Jika ijab tidak menunjukkan objek qabul 

tersebut (berbeda) sighatnya maka menjadi batal. 

Jika penjual menyampaikan kepada pembeli 

menjual dengan harga 1 juta, kemudian pembeli 

menyetujui dengan 900 ribu maka ijab qabulnya 

tidak bersesuaian (batal) ini adalah contoh dari 

ketidaksesuaian akad. 

c) Ijab dan Qabul dilakukan Berturut-turut 

Maksudnya ijab dan qabul harus 

dilakukan dalam satu waktu dan salah satu pihak 

tidak melakukan sesuatu yang menunjukkan 

ketidaksetujuan terhadap isi ijab. 

Ijab dan qabul harus muttashil 

(nyambung), yakni dilakukan dalam satu majlis 

„aqd (tempat kontak), satu majlis akad adalah 

kondisi bukan fisik dimana kedua belah pihak 

yang berakad terfokus perhatiannya untuk 

                                                             
37

 Sahroni, Fikih Muamalah, 29. 
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melakukan kontrak. Transaksi pengiriman uang 

mobile banking pihak bank menawarkan dalam 

layar mobile untuk mengirimkan uang dengan 

upah tertentu,kemudian pengirim menyetujui, 

maka itu adalah ijab dan qabul.
38

 

Banyaknya ragam model ijab dan qabul 

menjadikan rujukan urf (tradisi), jika tradisi pasar 

menentukan bahwa sarana tersebut berlaku dan 

diakui di pasar, maka itu termasuk ijab  yang 

dibenarkan oleh syara’.
39

  

d) Keinginan untuk melakukan Akad  

Maksudnya ialah keinginan untuk 

melakukan akad pada saat itu bukan pada waktu 

mendatang, ini sesuai dengan pendapat para ahli 

fikih bahwa janji untuk membeli itu bukan akad 

jual beli dan tidak melahirkan akibat hukum jual 

beli.
40

 

3) Al-Ma‟qud Alaih (Objek Akad) 

Al-Ma‟qud „alaih adalah obyek akad dimana 

transaksi dilakukan atasnya, sehingga akan terdapat 

implikasi hukum tertentu. Obyek akad ini bisa berupa 

aset-aset finansial (sesuatu yang berrnilai ekonomis) 

atau aset non finansial, seperti wanita dalam akad 

pernikahan, ataupun bisa berupa manfaat seperti 

halnya dalam akad sewa-menyewa, jual beli, dan lain-

lain.
41

 

Objek akad yaitu harga atau barang yang 

menjadi objek transaksi seperti objek jual beli dalam 

akad jual beli (nai‟, hadiaih dalam akad hibah, barang 

                                                             
38

 Ibid., 30. 
39 Ibid., 31. 
40 Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad 

dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah, (Universitas Indonesia Librari: 
Rajawali, 2017), 32. 

41 Zuhdi, “Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam,” 86. 
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digadaikan dalam akad rahn, utang yang dijamin 

dalam akad kafalah.  

Syarat-syarat ma‟qud alaih yaitu: 

a) Barang yang Masyru‟ (Legal) 

Barang yang dijadikan objek harus 

berupa harta yang benar benar jelas 

kepemilikannya serta halal dimanfaatkan. Syarat 

ini disepakati oleh seluruh ulama dan berlaku 

dalam akad muawadhat (bisnis) dan akad 

tabarru‟at (sosial), oleh karena itu setiap barang 

yang tidak dianggap harta bernilai atau harta yang 

diboleh syara‟ seperti bangkai atau tidak boleh 

dimanfaatkan, seperti khamr itu tidak boleh 

dijadikan objek akad. 

b) Dapat Diserahterimakan saat Akad 

Objek akad harus dapat diserahkan ketika 

terjadi kontrak, namun tidak berarti harus dapat 

diserahkan seketika. Barang yang tidak bisa 

diserahterimakan itu tidak boleh menjadi objek 

transaksi, walaupun barang tersebut dimiliki 

penjual. 

c) Jelas Diketahui oleh para Pihak Akad 

Objek akad harus jelas dan diketahui oleh 

kedua belah pihak. Ketidakjelasan objek kontrak 

selain ada larangan nabi untuk menjadikannya 

sebagai objek kontrak, juga mudah  menimbulkan 

persengketaan dikemudian hari dan ini harus 

dihindarkan.
42

 

d) Objek Akad harus ada pada saat Akad 

Objek akad harus sudah ada secara 

konkret ketika kontrak dilangsungkan atau 

                                                             
42

 Sahroni, Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya 

dalam Ekonomi Syariah. 37. 
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diperkirakan akan ada pada masa akan datang 

dalam kontrak-kontrak tertentu seperti dalam 

kontrak salam, ishtishna, ijarah dan musaqah.
43

 

4) Tujuan Akad (Maudhu‟ Akad) 

Maudhu al-„aqd atau akibat hukum kontrak 

merupakan salah satu bagian penting yang mesti ada 

pada setiap kontrak. Maudhu‟ al-„aqd adalah tujuan 

utama untuk apa kontrak itu dilakukan.  

Maudhu‟ al-aqd adalah tujuan 

disyariatkannya suatu akad tertentu, jadi motif 

bertransaksi itu bisa berbeda-beda dalam satu akad, 

tetapi target akad itu tidak berbeda dan berlaku dalam 

satu akad. 

b. Syarat Akad 

Syarat merupakan suatu sifat yang harus ada pada 

setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad. Syarat 

dalam kontrak  kerjasama yaitu dapat diserahkan kepada 

pihak yang bersangkutan. Diserahkan kepada pihak 

tersebut harus ada dalam setiap kontrak kerjasama, namun 

tidak termasuk dalam unsur pembentukan kontrak.
44

 

Syarat adanya akad adalah sesuatu yang harus ada 

keberadaan suatu akad diakui syara‟, syarat ini terbagi 

dua, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum 

adalah syarat yang harus ada pada setiap akad. Syarat 

umum ada tiga, yaitu: 

1) Shighat (ijab dan qabul, objek akad (Ma'uqud 'alaih), 

dan pihak yang berakad) 

2) Akad yang tidak mengandung unsur khilaf atau 

pertentangan, dilakukan dibawah ikrah (paksaan), 

tagrir (penipuan) dan ghubn (penyamaran).  
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3) Akad itu harus bermanfaat. Syarat-syarat khusus 

adanya sebuah akad yaitu adanya saksi dalam akad. 

Syarat terbentuknya akad yaitu adanya 

kecakapan untuk melakukan akad, berbilang pihak, 

kesesuaian ijab dan qabul adanya kesatuan majelis 

akad, objek akad dapat diserahkan objek akad dapat di 

transaksikan, objek akad dapat ditentukan tujuan akad 

sesuai atau tidak bertentangan dengan syari’ah.
45

 

Syarat sah akad, para fuqaha menyatakan 

bahwa syarat sahnya akad adalah tidak terdapatnya 

lima hal perusak sahnya (mufasid) dalam akad, yaitu 

ketidakjelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran 

(al-jilalah), adanya paksaan (ikrah), membatasi 

kepemilikan terhadap suatu barang (taufiq), terdapat 

unsur penipuan (gharar), terdapat bahaya dalam 

pelaksanaan akad (Gharar).
46

 

Syarat berlakunya akad. Syarat ini bermaksud 

berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang 

lain. Syarat berlakunya sebuah akad, yaitu:   

1) Adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya 

otoritas untuk mengadakan akad, baik secara langsung 

ataupun perwakilan. 

2) Harta yang akan di perjanjikan adalah milik sendiri 

dan tidak terdapat hak orang lain. 

3. Prinsip-Prinsip Akad 

Prinsip akad adalah aturan-aturan atau norma dasar 

yang harus wujud pada setiap transaksi yang dilakukan. 

Hubungan antara manusia sebagai hamba Allah tanpa merinci 

agama yang dianut memberikan suatu prinsip universal dalam 

ajaran Islam, karna itu dalam setiap akad yang dilakukan tidak 
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menempatkan persoalan kepercayaan, kebangsaan atau 

lainnya dalam melakukan hubungan kehidupan. Setiap 

transaksi yang dijalankan harus eksis maslahat di dalamnya.
47

  

Prinsip akad dalam Islam, salah satunya tidak boleh 

adanya paksaan atau ancaman atau kondisi yang 

menyebabkan sesuatu pihak merasa terpaksa menerima. 

Prinsip-Prinsip tersebut antara lain: 

a. Prinsip Keadilan 

Keadilan merupakan nilai yang menjadi pedoman 

dasar dalam setiap melakukan akad. Konsep keadilan 

dalam transaksi adalah setiap transaksi harus sesuai 

dengan garis ajaran Islam. Salah satunya adalah akad 

yang dilakukan tidak dilarang oleh syariat seperti 

melakukan penipuan, pemaksaan merupakan langkah 

melawan keadilan Tuhan, walau para pihak sepakat untuk 

melakukan. 

Berkaitan dengan konsep adil tersebut, dalam 

melakukan akad terformulasi dalam beberapa konsep 

untuk mewujudkannya. Setiap transaksi yang dilakukan 

bila bersifat tangguh harus ditulis sesuai dengan ajaran 

Al-Qur'an. Akad yang dilakukan harus ada saksi yang 

menyaksikannya. Konsep ini suatu implementasi ajaran 

Islam agar tidak terjadi suatu pertengkaran atau 

perselisihan.
48

 

b. Prinsip Al-Musawwah  

Persamaan merupakan konsep persaudaraan 

universal dalam ajaran Islam. Melaksanakan suatu akad 

tidak mengenal diskriminasi, dengan siapapun akad dapat 

dilaksanakan asal memenuhi kriteria yang sesuai dengan 
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ajaran Islam. Akad melakukan diskriminasi berarti hal 

tersebut melawan keadilan Tuhan. 

c. Prinsip Kerelaan (Taradhi) 

Prinsip kerelaan merupakan salah satu acuan 

dasar dalam melaksanakan akad dalam Islam. Kerelaan 

diformulasikan oleh ulama dengan jabat tangan tetapi 

jabat tangan dapat dilakukan bila kedua pihak bertemu. 

Konsep kerelaan berarti Islam mengenal asas transparansi 

karena para pihak mempunyai posisi yang sama dalam 

memahami objek akad.
49

 

d. Prinsip Kemashlahatan 

Prinsip kemaslahatan berarti semua aktivitas 

ekonomi syariah harus dilakukan atas dasar pertimbangan 

kemaslahatan, dalam arti mendatangkan kemanfaatan dan 

menghindarkan mudharat/bahaya.
50

 

 

B. Musaqah 

1. Pengertian Musaqah 

Musaqah dalam arti bahasa merupakan wazn 

mufa‟alah dari kata assaqyu yang sinonimnya asy-syurbu, 

artinya memberi minum. Penduduk Madinah menamai  

dengan muamalah, yang merupakan wazn mufa‟alah dari 

kata „amila yang berarti berkerja (bekerjasama). Menurut 

syara‟  Musaqah adalah suatu akad penyerahan pepohonan 

kepada orang yang mau menggarapnya dengan ketentuan 

hasil buah-buahan atau getah karet dibagi diantara mereka 

berdua.
51 

 Musaqah berasal dari kata as-saqa, ialah  seseorang 

bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau 
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pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan 

kemashlahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil 

yang diurus sebagai imbalan.
52

 Sedangkan secara etimologi,  

Musaqah berarti transaksi dalam pengairan, yang oleh 

penduduk madinah disebut dengan al-Mu‟amalah. Secara 

terminologi fikih,  Musaqah didefinisikan oleh para ulama 

fikih dengan penyerahan sebidang lahan pada petani untuk 

digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani 

mendapatkan bagian dari hasil kebun itu.  

Menurut istilah Ahli Fikih, Al-Jazairi 

mengemukakan defenisi yang dikemukakan oleh para ulama 

bahwa al- musaqah adalah akad untuk pemeliharaan pohon 

kurma, tanaman (pertanian) dan hal yang lainnya, dengan 

syarat-syarat tertentu. Menurut Malikiyah, al- musaqah ialah 

sesuatu yang tumbuh di tanah. 

Menurut Malikiyah, musaqah adalah sesuatu yang 

hidup ditanah, sesuatu tersebut ialah: 

a. Tumbuh-tumbuhan tersebut berakar kuat (tetap) dan 

memiliki buah. Buah yang tumbuh dapat dipetik serta 

batang tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, 

seperti pohon apel dan kurma.  

b. Pohon mempunyai akar, tapi terdapat buah yang bisa 

dipanen. 

c. Tumbuhan tidak berakar kuat, tetapi bisa berbuah dan 

bisa dihasilkan kemudian dipetik seperti padi. 

d. Tumbuhan yang tidak mempunyai akar tapi 

mempunyai bunga yang ada manfaat, seperti bunga 

mawar.  

e. Tumbuhan yang diambil manfaat saja, bukan buah, 

seperti tanaman hias yang ada disekitar.  
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Menurut Syafi’iyah mendefinisikan musaqah 

memberi pekerjaan kepada petani penggarap agar 

mengurus tanaman dengan cara merawat dengan baik 

untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Kemudian 

hasil yang didapat dibagi dua antara pemilik maupun 

pengelola.
53

 

Menurut ulama Hanafiyah, akad musaqah 

adalah akad terhadap penyerahan pepohonan kepada 

orang yang kompeten yang dapat merawat serta 

memeliharanya dengan keuntungan sesuai persentase 

yang telah ditentukan dari hasil buahnya.
54

 Menurut 

hanabilah, akad Musaqah adalah penyerahan tanah 

dan pepohonan yang berbuah dan dapat dikonsumsi 

kepada orang yang siap menanaminya dengan 

persentase atau imbalan tertentu dari buah yang 

dihasilkan. 

Menurut Ḥanabilah ini, al-musaqah 

mencakup dua masalah yaitu: 

a. Pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami, 

seperti pohon anggur, kurma dan lainnya, baginya 

dan buahnya yang dimakan sebagai bagian 

tertentu dari buah pohon tersebut, seperti 

sepertiganya atau setengahnya.  

Seseorang menyerahkan tanah dan pohon, 

pohon tersebut belum ditanamkan, maksudnya supaya 

pohon tersebut ditanam pada tanahnya. Yang 

menanam akan memperoleh bagian tertentu dari buah 

pohon yang ditanamnya, yang kedua ini disebut 

munashabah mugharasah karena pemilik 
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menyerahkan tanah dan pohon-pohon untuk 

ditanamkannya.
55

 

Menurut Syaikh Syihab al-Din alqalyubi dan 

Syaikh Umairah, Musaqah ialah, mempekerjakan 

manusia untuk mengurus pohon dengan menyiram 

dan memeliharanya dan hasil yang dirizkikan Allah 

dari pohon itu untuk mereka berdua. Menurut 

Muhammad Syafi’i Antonio, Musaqah adalah bentuk 

yang lebih sederhana dari muzara‟ah, di mana 

penggarap hanya bertanggung jawab atas 

penyiramanan dan pemeliharaan. Sebagai imbalan 

penggarap berhak atas nishab tertentu dari hasil 

panen.
56

  Musaqah adalah bentuk yang lebih 

sederhana dari muzara‟ah di mana pengelola hanya 

bertanggung jawab atas penyiraman dan 

pemeliharaan. Sebagai imbalan, pengelola berhak atas 

nisbah tertentu dari hasil panen.
57

 

Dapat disimpulkan Musaqah adalah sebuah 

bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan petani 

pengelola dengan tujuan agar lahan itu dipelihara dan 

dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. 

Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua 

merupakan hak bersama antara pemilik dan pengelola 

sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.
58

 

Berdasarkan definisi yang yang dikemukakan 

para ulama mazhab tersebut, dapat ditarik kesimpulan 

yang dimaksud dengan akad musaqah adalah akad 

kerjasama terhadap pengelolaan tanaman cabai atau 

pertanian dengan keuntungan buah yang dihasilkan 

berdasarkan persentase bagi hasil yang telah 
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ditentukan menurut kesepakatan kedua belah pihak 

antara pemilik modal dan lahan dengan pengelola 

tanaman cabai.
59

  

2. Dasar Hukum Musaqah 

Musaqah dapat diartikan juga sebagai kerjasama 

bagi hasil antara pemilik modal dan lahan pertanian dengan 

pengelola tanaman cabai, hal ini dapat dikatakan salah satu 

bentuk bantuan atau tolong menolong. Ayat Al-qur’an yang 

membahas mengenai hal ini adalah terdapat dalam firman 

Allah QS. Al-Maidah [5] : 2 yang berbunyi: 

                        

                  

 “Dan tolong menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong 

menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 

Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat 

siksanya”. (Q.S al-Maidah [5] : 2) 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa, Allah swt 

menyuruh hambanya agar untuk tolong-menolong dan 

membantu dalam kegiatan kerjasama.  Membantu dalam hal 

ini, bukan hanya memberikan bantuan kepada orang yang 

tidak mampu saja, melainkan dapat membantu pihak-pihak 

yang tidak mempunyai lahan pertanian atau pekerjaan tetap. 

Islam mempunyai prinsip-prinsip tentang pengembangan 

sistem bisnis yaitu harus terbebas dari unsur darar (bahaya), 

ketidakjelasan dan merugikan atau tidak adil terhadap salah 

satu pihak.
60
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Selanjutnya dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 

282 

                      

                 

”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang 

ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah 

seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan 

benar...” 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt 

memerintahkan kepada hambanya dimuka bumi yang 

melakukan kegiatan usaha kerjasama diantara kamu, 

hendaklah dilakukan secara tertulis dan tidak dilakukan 

secara lisan agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan 

dalam suatu kerjasama.  

Selain ayat di atas, asas hukum musaqah ialah hadist 

yang diriwayatkan oleh imam Muslim dari Ibnu umar r.a 

bahwa rasulullah bersabda : 

ِ صلى اَللّ  ُ عَنْهمَُا أنَه رَسُىلَ اََللّه عَهْ ابِْهِ عُمَرَ رَضِيَ اََللّه

  خَيْبرََ بشَِطْرِ مَا يخَْرُجُ  عليه وسلم عَامَلَ أهَْلَ 

 ( يهمتفق عل  مِنْها َمِهْ ثمََرٍ, أوَْ زَرْعٍ  (

“Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa 

Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah 

mempekerjakan penduduk Khaibar dengan memperoleh 

setengah dari hasilnya berupa buah-buahan dan tanaman.” 

(HR. Muttafaq Alaihi). 
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 “Bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam 

memberikan pohon kurma dan tanah Khaibar kepada kaum 

Yahudi di Khaibar dengan perjanjian mereka mengerjakan 

dengan modal mereka dan bagi mereka setengah dari hasil 

buahnya.” (HR. Muslim).
61

 

 

Berdasarkan kedua hadis di atas menyatakan bahwa 

akad musaqah diperbolehkan. Merupakan suatu transaksi 

yang sangat dibutuhkan oleh umat untuk memenuhi 

kebutuhan hidup mereka. 

Pemilik modal  memberikan seluruh modal dan juga 

menyiapkan lahan kepada pengelola untuk dikelola dengan 

baik, pemilik modal memberikan modal dan lahannya 

kepada pengelola disebabkan karena tidak adanya waktu 

untuk mengurus lahan pertanian, sehingga pemilik modal 

melakukan kerjasama untuk mengurus lahan sewaannya.
62

 

3. Syarat dan rukun  Musaqah 

a. Syarat Musaqah 

1) Pihak yang melaksanakan musaqah berarti  orang 

tersebut cakap bertindak hukum, yaitu sudah dapat 

berfikir dewasa. 

2) Objek  haruslah tumbuhan yang tumbuh dan 

berbuah.  Ketika menentukan objek musaqah ini 

terdapat perbedaan pendapat ulama fikih. Menurut 

ulama Hanafiyah yang boleh menjadi objek  adalah 

pepohonan yang berbuah seperti kurma, anggur, 

dan terong. Akan tetapi ulama Malikiyyah 

                                                             
61

 Muhammad bin Ismail Al- Amir Ash-Shan’ani, Subulussalam (Jakarta: 

Darus Sunah Pers, 2011), 515. 
62 Suharsimi, Fikih Muamalah Lengkap (Jakarta: Gema Insani Persada, 

2011) , 120. 



 
 

40 

menyatakan bahwa yang menjadi objek musaqah 

adalah tanaman keras dan pelawija. Seperti kurma, 

terong, cabai, apel dan anggur dengan syarat 

bahwa: 

a) Akad  itu dilakukan sebelum buah itu layak 

dipanen 

b) Tenggang waktu yang diberikan itu jelas 

c) Akad dimulai jika  tanaman sudah ada  

d) Pemilik kebun tidak sanggup untuk mengolah 

dan memelihara tanaman.  

3) Lahan diberikan seluruhnya kepada pengelola 

sesudah akad dilaksanakan untuk dikelola tanpa 

adanya pertolongan dari pemilik lahan pertanian.  

4) Buah yang didapat dari kebun adalah hak bersama, 

sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik 

dibagi dua, tiga dan sebagainya 

5) Waktunya harus ditentukan pada awal perjanjian, 

agar terhindar dari ketidakpastian.
63

 

b. Rukun  Musaqah 

Ulama Hanafiyyah berpendirian bahwa yang 

menjadi rukun dalam akad musaqah ialah ijab dari 

pemilik tanah pertanian dan qabul dari pengelola. 

Adapun jumhur ulama fikih yang terdiri dari ulama 

Malikiyyah, Syafi’iyah dan Hanabilah berpendirian 

bahwa rukun  ada lima, yaitu:  

1) Dua orang atau pihak yang melakukan transaksi 

2) Tanah yang dijadikan objek  

3) Jenis usaha yang akan dilakukan 

4) Ketentuan mengenai pembagian hasil  

5) Sigat (ungkapan) ijab dan qabul.
64
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4. Sifat Akad Musaqah 

Para ulama berbeda pendapat mengenai sifat akad 

musaqah apakah mengikat bagi kedua belah pihak (lazim) 

atau tidak mengikat (ghair lazim). Ulama Hanafiyah, 

Malikiyah, dan Syafi'iyah berpendapat, bahwa akad musaqah 

bersifat lazim. edua belah pihak tidak boleh membatalkan 

akad musaqah tanpa persetujuan atau keridhoan masing- 

masing pihak yang melakukan akad, kecuali apabila ada uzur 

yang menyebabkan tidak dapat berlanjutnya akad. Hukumnya 

sama dengan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah 

(ijarah). Seandainya tidak mempunyai kepastian hukum, 

maka memberi peluang kepada pihak pemilik pohon 

membatalkan akad pohonnya berbuah sehingga 

mengakibatkan kerugian bagi petani pengelola karena sia-sia 

pekerjaan yang dilakukannya." 

Adapun menurut Imam Ahmad dan Hanabilah akad 

musaqah tidak mengikat bagi kedua belah pihak (ghair 

lazim). Hukumnya sama dengan akad mudharabah. Oleh 

karena itu, masing-masing pihak diperbolehkan membatalkan 

akad kapan saja sekehendaknya. Jika pemilik pohon 

membatalkan akad setelah tampak buahnya, maka hasil 

buahnya untuk kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian, 

namun jika pemilik pohon membatalkan akad sebelum 

berbuah, maka petani penggarap mendapatkan upah dari 

pekerjaannya. Jika yang membatalkan itu berasal dari petani 

penggarap dan pohonnya belum berbuah, maka dia tidak 

mendapatkan apa-apa.
65

 

5. Akibat Hukum Musaqah 

Apabila syarat-syarat akad musaqah terpenuhi, maka 

akad dipandang sah dan berdampak hukum sebagai berikut:  

a. Seluruh pekerjaan yang bersangkutan dengan 

pemeliharaan pohon, seperti pengairan, pemberian pupuk, 
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dan hal-hal lain yang dibutuhkan pemeliharaan pohon 

merupakan tanggung jawab petani penggarap. Adapun 

mengenai biaya merupakan tanggung jawab kedua belah 

pihak (pemilik pohon atau kebun dan petani penggarap). 

b. Seluruh hasil panen menjadi milik kedua belah pihak 

sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati ketika 

akad. 

c. Petani penggarap tidak diperbolehkan menyerahkan 

pohon atau lahan tersebut kepada orang lain (petani 

pengelola kedua) tanpa seizin pemilik tanaman cabai atau 

lahan, seperti dengan perkataannya kepada petani 

pengelola: "Pemeliharaan tanaman cabai atau lahan ini 

dan masalah pemeliharaannya terserah Anda." Namun 

petani pengelola  kedua berhak atas imbalan yang 

merupakan tanggung jawab petani pengelola. Maksudnya 

imbalan diambil dari bagian petani pengelola pertama. 

Pendapat tersebut dikemukakan oleh ulama Hanafiyah 

dan Hanabilah atas dasar qiyas (analogi) terhadap akad 

mudharabah dan akad wakalah. 

Hal ini berbeda dengan pendapat Malikiyah yang 

membolehkan menyerahkannya kepada orang lain tanpa 

seizin pemilik modal atau lahan apabila pemilik pada 

waktu akad tidak mensyaratkannya. Begitupun Syafi'iyah 

membolehkan hal tersebut atas seizin pemilik, namun 

terbatas sepanjang waktu yang ditentukan dalam akad. 

d. Apabila petani pengelola tidak serius dalam menjalankan 

pekerjaannya hingga mengalami gagal panen, maka dia 

harus bertanggung jawab. Karena tanaman cabai atau 

lahan berada ditangannya merupakan amanah yang harus 

dipelihara dengan baik. Terkecuali apabila gagal panen itu 

bukan disebabkan kesalahan petani pengelola, maka dia 

tidak bertanggung jawab atas hal tersebut. Hal ini, kedua 

belah pihak yang menanggungnya tidak mendapatkan 

apa-apa. Pendapat tersebut dikemukakan oleh ulama 

Hanafiyah dan Malikiyah. 
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e. Pemilik modal atau lahan diperbolehkan memaksa petani 

pengelola, kecuali ada uzur.  

f. Diperbolehkan menambah hasil dari ketetapan yang sudah 

disepakati.
66

 

6. Hikmah Musaqah 

Syaikh al-Jurjani dalam kitabnya Hikmat al-Tasyri wa 

Falsafatuhu menjelaskan, Musaqah bahwa hikmah 

disyariatkannya akad musaqah adalah sebagai berikut: "Ada 

orang kaya yang memiliki tanah yang ditanami pohon kurma 

dan pohon-pohon yang lain, tetapi dia tidak mampu untuk 

menyirami (memelihara) pohon ini karena ada suatu halangan 

yang menghalanginya. Maka Allah Yang Maha Bijaksana 

memperbolehkan orang itu untuk mengadakan suatu 

perjanjian dengan orang yang dapat menyiraminya, yang 

masing-masing mendapatkan bagian dari buah yang 

dihasilkan. Ada 2 (dua) hikmah dalam hal ini, yaitu: pertama, 

menghilangkan kemiskinan dari pundak orang-orang miskin 

sehingga dapat mencukupi kebutuhannya; kedua, saling 

bertukar manfaat di antara manusia."  

Lebih lanjut al-Jurjani menjelaskan mengenai manfaat 

adanya perjanjian atau akad musaqah adalah sebagai berikut: 

"Di samping itu, ada faedah atau manfaat lain bagi pemilik 

pohon, yaitu karena pemeliharaan telah berjasa merawat 

hingga pohon menjadi besar. Kalau seandainya pohon itu 

dibiarkan begitu saja tanpa disiram, tentu dapat mati dalam 

waktu singkat. Belum lagi faedah dari adanya ikatan cinta, 

kasih sayang antara sesama manusia, maka jadilah umat ini 

umat yang bersatu dan bekerja untuk kemaslahatan sehingga 

apa yang diperoleh mengandung faedah yang besar." 
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7. Berakhirnya Akad Musaqah 

Akad  berakhir apabila: 

a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis 

b. Salah satu pihak meninggal dunia 

Jika petani meninggal dunia, ahli warisnya dapat 

melanjutkan pekerjaan jika tanaman belum panen. 

Apabila pemilik kebun yang meninggal dunia, petani 

harus tetap melanjutkan pekerjaan sampai selesai. Jika 

kedua belah pihak meninggal dunia, ahli waris dapat 

membuat kesepatakan apakah melanjutkan atau 

menghentikan akad Ulama Malikiyah berpendapat, bahwa 

akad musaqah dapat diwariskan jika salah satu pihak 

meninggal dunia. Menurut ulama Hanabilah akad  sama 

dengan akad muzara'ah, yakni bersifat ghair lazim (tidak 

mengikat kedua belah pihak). Para pihak dapat 

membatalkan akad sebelum buah dipanen. Namun, jika 

pembatalan akad dilakukan ketika tanaman siap untuk 

dipanen maka buah itu harus dibagi sesuai dengan 

kesepakatan. 

c. Ada uzur yang menyebabkan salah satu pihak tidak boleh 

melanjutkan akad 

Uzur yang dimaksudkan di sini diantaranya petani 

penggarap tersandung kasus pidana pencurian yang 

membuat ia dipandang tidak lagi cakap hukum atau sakit 

yang membuat ia tidak mampu untuk mengerjakan 

pekerjaannya. Ulama Malikiyah berpendapat, bahwa akad 

Musaqah tidak boleh dibatalkan karena pihak petani uzur.  
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